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ANDI JUNAEDI ZADSALY (B111 08 996). Tinjauan Viktimologis 
Terhadap Kejahatan Penipuan Dalam Penerimaan Pegawai Negeri Sipil 
Di Kota Makassar ( dibimbing oleh H. M. Imran Arief dan Kaisaruddin 
Kamaruddin ). 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah peranan 
korban terhadap terjadinya suatu tindak kejahatan penipuan dalam 
penerimaan pegawai negeri sipil di Kota Makassar. Upaya-upaya yang 
dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana 
penipuan di Kota Makassar. 
Sampel pada penelitian ini adalah para pihak yang terkait  dengan 
tindak kejahatan penipuan dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil di 
Kota Makassar. Selain itu dipilih juga narasumber dari para polisi dan 
korban. Sampel dipilih secara sengaja. Data dikumpulkan dengan teknik 
wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif dan 
kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan kasus tindak 
kejahatan penipuan dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil di Kota 
Makassar susah diidentifikasi karena rata-rata korban kejahatan tersebut 
tidak melaporkan kepada pihak kepolisian. Sikap terlalu mudah percaya 
korban menjadi peranan utama mengapa seseorang dapat menjadi 
korban penipuan CPNS, selain itu karena adanya hubungan keluarga atau 
pertemanan serta tingkat pendidikan rendah juga menjadi salah satu 
peranan korban. Upaya mencegah tindak kejahatan penipuan CPNS di 
Kota Makassar adalah upaya preventif dan upaya represif yang dilakukan 
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A. LATAR BELAKANG 
Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas 
hukum. Maka setiap tindakan yang bertentangan atas Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai dasar hukum yang paling 
hakiki disamping produk-produk hukum lainnya. Hukum tersebut harus 
selalu ditegakan guna mencapai cita-cita dan tujuan Negara Indonesia 
dimana tertuang dalam pembukaan alinea Ke-empat yaitu membentuk 
suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang menlindungi segenap Bangsa 
Indoenesia dan tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan 
perdamaian abadi dan keadilan sosial. Namun, hukum pada 
kenyataannya (das sein) tidak selalu sesuai dengan apa yang tertulis 
pada peraturan perundang-undangan ( das sollen ).  
Berbagai penyimpangan dan pelanggaran hukum terjadi disetiap sendi 
kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah kasus penipuan yang terjadi 
dalam proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). 
Ombudsman Republik Indonesia telah menerima 97 laporan penipuan 
penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2013. Namun 
angka ini merupakan gambaran “gunung es”. Pada kenyataannya, 
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penipuan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sangat 
banyak terjadi namun korban seringkali memilih untuk tidak 
melaporkannya sebab korban merasa turut berkonspirasi dalam proses 
penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang tidak sesuai 
prosedur. Dalam kasus ini korban merupakan pihak yang berkenan untuk 
melakukan penyimpangan dalam proses seleksi, sehingga korban 
dianggap duduk sejajar dengan pelaku penipuan penerimaan Calon 
Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Disisi lain, korban tetap duduk sebagai 
korban, yakni pihak yang dirugikan oleh pelaku penipuan dalam 
penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Sehingga, dalam hal ini 
tetap perlu dilakukan upaya perlindungan hukum terhadap korban 
penipuan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). 
Sehubungan dengan posisi korban yang dilematis dalam penipuan 
penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), maka penting untuk 
dilakukan kajian mendalam terhadap kasus ini, salah satunya melalui 
kajian menurut ilmu viktimologi yang terkait erat dengan ilmu kriminologi. 
Kriminologi merupakan sebuah cabang hukum pidana yang 
mengkonsentrasikan studinya untuk memahami kejahatan, meliputi faktor-
faktor terjadinya suatu kejahatan. Walaupun sudah terdapat hukum 
pidana, hukum acara pidana dan sistem pemidanaan, tetapi ilmu 
kriminologi timbul karena para ahli merasa tidak puas terhadap 
pengaturan yang terdapat pada hukum pidana, hukum acara pidana dan 
sistem pemidanaan. Kriminologi mempunyai ruang lingkup pembahasan 
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yakni, faktor-faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana, pengaruh 
lingkungan terhadap diri pelaku. Dalam kriminologi modern 
menggambarkan kita betapa sulitnya untuk memahami dengan jelas 
tentang sebab-sebab suatu permasalahan kriminalitas. Dalam hal ini 
untuk meyakinkan adanya potensi atau kemungkinan (possobility) 
seseorang korban kejahatan (victim) yang telah menderita justru menjadi 
salah satu faktor terjadinya kejahatan. Masalah kejahatan selalu 
merupakan masalah yang menarik, baik sebelum maupun sesudah 
kriminologi mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti dewasa 
ini. 
Kriminologi banyak memperhatikan perkembangan masyarakat untuk 
mempelajari sebab-sebab kejahatan dapat terjadi. Keadaan ini 
mendorong diusahakannya berbagai alternatif untuk mengatasi kejahatan-
kejahatan tersebut, baik oleh para penegak hukum maupun oleh para ahli-
ahli hukum dan kriminologi. Berbagai elemen yang ada hubungannya 
dengan suatu kejahatan dikaji dan dibahas secara intensif seperti: para 
pelaku (daders), para korban, pembuat undang-undang, penegak hukum, 
dan lain-lain. Dengan kata lain semua fenomena baik maupun buruk yang 
dapat menimbulkan kriminalitas (faktor kriminogen) diperhatikan dalam 
meninjau dan menganalisa terjadinya suatu kejahatan. Namun tidak dapat 
dipungkiri selama ini dan menganalisa maupun dalam menangani suatu 
peristiwa kejahatan perhatian tercurah pada pelaku kejahatan saja. 
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Perhatian yang tercurah lebih banyak menyoroti kepada pelaku, karena 
dalam ilmu tindak pidana perhatian pelaku merupakan pihak yang harus 
dibuktikan tindakannya untuk menjatuhkan sanksi pidana. Sedikit sekali 
perhatian diberikan para korban kejahatan yang merupakan elemen 
(partisipan) dalam peristiwa pidana. Korban tidaklah hanya merupakan 
sebab dan dasar proses terjadinya kriminalitas tetapi memainkan peranan 
penting dalam usaha mencari kebenaran materil yang dikehendaki hukum 
pidana materil. Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam 
terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar maupun tidak 
sadar, secara langsung ataupun tidak langsung. Mengutip pendapat Ninik 
Widiyanti dan Yulius Waskita (1987:135), berdasarkan teori Criminal-
Victim Relationship, maka keterlibatan korban akan berpengaruh pada 
tingkat kesalahan pelaku kejahatan. Lebih lanjut, tingkat kesalahan ini 
akan berpengaruh pula pada aspek pertanggungjawaban pidana. Maka 
sebaliknya, seharusnya keterlibatan korban itu sendiri mempengaruh 
aspek pelayanan dalam mewujudkan perlindungan terhadap 
kepentingannya.  
Berdasarkan fakta dan pemikiran diatas, maka perhatian terhadap korban 
harus diutamakan. Salah satunya dengan cara mengembangkan 
viktimologi dan penerapannya dalam sistem hukum pidana di Indonesia. 
Menurut Arif Gosita, dalam makalah yang ditulis oleh Dikdik M. Arief 
Mansur (1986:8): 
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Salah satu latar belakang pemikiran viktimologis ini adalah 
“pengamatan meluas terpadu”, segala sesuatu harus diamati 
secara meluas terpadu (makro-integral) di samping diamati secara 
mikro-klinis, apabila kita ingin mendapatkan gambaran kenyataan 
menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, mengenai 
sesuatu, terutama mengenai relevansi sesuatu. Oleh karena itulah 
suatu usaha pengembangan viktimologi sebagai suatu sub-
kriminologi yang merupakan studi ilmiah tentang korban kejahatan 
sangat dibutuhkan terutama dalam usaha mencari kebenaran 
materil dan perlindungan hak asasi manusia dalam negara 
Pancasila ini. 
 
Usaha mencari kebenaran materil dengan cara menganalisa korban 
kejahatan ini juga merupakan harapan baru sebagai suatu alternatif lain 
ataupun suatu instrumen segar dalam keseluruhan usaha untuk 
menanggulangi kejahatan yang terjadi. Walaupun sebenarnya masalah 
korban ini bukan masalah baru, karena hal-hal tertentu kurang 
diperhatikan bahkan terabaikan. Setidaknya-tidaknya dapat ditegaskan 
bahwa apabila kita hendak mengamati masalah kejahatan menurut 
proporsi yang sebenarnya dari berbagai dimensi (secara dimensional) 
maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peranan korban dalam 
timbulnya suatu kejahatan. 
 
Selanjutnya pemahaman tentang korban ini baik sebagai penderita 
sekaligus sebagai faktor/elemen dalam suatu peristiwa pidana akan 
sangat bermanfaat dalam upaya-upaya pencegahan terjadinya tindak 
pidana itu sendiri (preventif). Oleh karena itu seorang korban dapat dilihat 
dari dimensi korban kejahatan ataupun sebagai salah satu faktor 
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kriminogen. Selain itu korban juga dapat dilihat sebagai komponen 
penegak hukum dengan fungsinya sebagai saksi korban atau pelapor.  
 
Korban seharusnya dipandang sebagai pihak yang paling banyak 
merasakan kerugian dan harus dilindungi segala hak-haknya.  Dan hal 
inilah yang akan dipecahkan melalui kajian viktimologi. Harapan yang 
ingin dicapai dari timbulnya ilmu victimologi adalah bahwa ilmu ini dapat 
memberikan perhatian yang lebih besar lagi terhadap korban dari suatu 
kejahatan. Jangan sampai seorang korban hanya dijadikan sebagai alat 
pembuktian dalam peradilan guna menjatuhkan sanksi kepada pelaku. 
Karena apabila seseorang telah menjadi korban maka orang tersebut 
merasakan kerugian, baik kerugian materill maupun kerugian secara 
imaterill. Tetapi sebagai korban, orang tersebut harusnya juga dapat 
diberikan perlindungan baik berupa restitusi, rehabilitasi, dan kompensasi. 
Timbul suatu pemikiran yang baru dimana para aparat penegak hukum 
baik itu Polisi, Jaksa, dan Hakim dapat mempunyai pemikiran baru bahwa 
pemidanaan terhadap pelaku kejahatan tidak hanya menitik beratkan 
pada kepentingan untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan 
saja, tetapi juga dapat melindungi kepentingan korban sebagai pihak yang 
merasa paling dirugikan akibat tindakan pelaku. 
Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk meneliti dan 
mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul Tinjauan 
Viktimologis Terhadap Kejahatan Penipuan Dalam Penerimaan Calon 
Pegawai Negeri Sipil di Kota Makassar. Kajian ini dimaksudkan untuk 
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dapat mengetahui sejauhmana peran korban sebagai salah satu 
penyebab timbulnya atau terjadinya tindak pidana penipuan dalam 
penerimaan CPNS. Serta, untuk mengetahui perlindungan hukum apa 
yang dapat diberikan kepada korban sebagai pihak yang mengalami 
kerugian. 
 
B. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa 
permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah peranan korban dalam terjadinya kejahatan 
penipuan dalam penerimaan pegawai negeri sipil di Kota 
Makassar? 
2. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum bagi korban penipuan 
dalam penerimaan pegawai negeri? 
 
C. TUJUAN PENELITIAN 
Penelitan ini bertujuan dan dimaksudkan untuk mengetahui: 
1. Untuk mengetahui peran korban dalam terjadinya kejahatan 
penipuan dalam penerimaan pegawai negeri sipil, ditinjau dari 
sudut pandang viktimologi; 
2. Upaya perlindungan hukum apa saja yang dapat diberikan kepada 
korban penipuan dalam penerimaan pegawai negeri sipil dalam hal 
menuntut ganti rugi. 
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3. Untuk menambah wawasan Penulis khususnya pada bagian hukum 
pidana, serta merupakan saah satu syarat dalam penyelesaian 




















1. Pengertian Viktimologi 
Terdapat beberapa kajian ataupun ilmu pengetahuan yang 
berkaitan dengan tindak pidana, pelakunya, pemidanaannya, 
korban tindak pidana, pencegahannya dan sebagainya. Oleh 
karena itu dikenal pula istilah victimology, criminology, penology, 
etimology of crime, dan lain-lain yang merupakan bagian dari kajian 
Hukum Pidana. 
Viktimologi berasal dari bahasa latin victima yang berarti korban 
dan logos yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi adalah 
suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya 
korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan 
masalah manusia suatu kenyataan sosial (Rena Yulia, 2010:43). 
Viktimologi merupakan suatu kajian ilmiah/studi yang 
mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu 
permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. 
Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman yaitu: 
a. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang 
sebenarnya secara dimensional. 
b. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi 
antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. 
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c. Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh 
unsur struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu. 
Viktimologi mencoba memberi pemahaman, mencerahkan 
permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban 
kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka 
menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan 
menekan kejahatan secara lebih bertanggungjawab. 
Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang 
korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang 
menimbulkan penderitaan-penderitaan mental, fisik dan sosial. 
Tujuannya adalah tidak untuk menyanjung-menyanjung para 
korban melainkan untuk memberi penjelasan mengenai peranan 
para korban dalam suatu peristiwa pidana dan hubungannya 
dengan para pelaku tindak pidana. Hal ini merupakan sesuatu yang 
penting untuk mengupayakan kegiatan-kegiatan dalam rangka 
pencegahan berbagai tindak pidana, kesejahteraan korban baik 
yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam suatu 
viktimisasi. Khususnya dalam bidang informasi dan pengetahuan 
agar tindak menjadi korban tindak pidana struktural atau 
nonstruktural. 
Perkembangan viktimologi hingga pada keadaan seperti 
sekarang ini tentunya tidak terjadi dengan sendirinya, namun telah 
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mengalami berbagai perkembangan yang dapat dibagi menjadi tiga 
fase: 
Pada tahap pertama, viktimologi hanya mempelajari korban 
kejahatan saja pada fase ini dikatakan sebagai “penal or special 
victimology”. Sementara itu, pada fase kedua viktimologi tidak tidak 
hanya mengkaji masalah korban kejahatan, tetapi juga meliputi 
korban kecelakaan, pada fase ini disebut sebagai “general 
victimology”. Fase ketiga viktimologi sudah berkembang lebih luas 
yaitu mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan 
kekuasaan dan hak-hak asasi manusia, pada fase ini disebut 
sebagai “new victimology”. 
Di indonesia sendiri dalam praktik penegakan hukum perhatian 
dan perlindungan hukum terhadap korban (victim), secara yuridis 
eksistensinya terutama semenjak berlakunya Undang-Undang 
Nomor 13 tahun 2006. Meskipun victimology sebagai ilmu 
pengetahuan sudah dikenal sejak ratusan tahun yang lalu. 
Menurut ahli hukum yang mengutip pendapat Schafer (Romli 
Atmasasmita, 1992:7) dinyatakan “ perkembangan perhatian 
terhadap korban atau victim telah dimulai sejak abad pertengahan. 
Perhatian terhadap korban kejahatan ini kemudian merupakan 
embrio kelahiran dari suatu cabang ilmu baru yang dikenal dengan 
victimology”. 
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Pendapat ini sama dengan yang dikemukakan (Arif Gosita, 
2009:77) bahwa “ masalah korban ini sebetulnya bukanlah masalah 
yang baru, hanya karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, 
bahkan diabaikan”. 
Lebih lanjut Romli Atmasasmita, memaparkan bahwa dimasa 
abad pertengahan, ketika hukum yang bersifat primitif masih 
berlaku pada masyarakat bangsa-bangsa dunia, telah ditetapkan 
adanya personal reparation atau semacam pembayaran ganti rugi, 
yang dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana 
atau offender atau keluarganya terhadap korban yang telah 
dirugikan sebagai akibat tindak pidana tersebut. 
2. Ruang Lingkup Viktimologi 
Viktimologi yang pada hakikatnya merupakan pelengkap atau 
penyempurnaan dari teori-teori etimologi kriminal yang ada, 
berusaha menjelaskan mengenai masalah terjadinya berbagai 
kejahatan atau penimbulan korban kejahatan menurut proporsi 
yang sebenarnya secara dimensional dan bertujuan memberikan 
dasar pemikiran guna mengurangi dan mencegah penderitaan dan 
kepedihan didunia ini. Antara lain: ingin dicegah pelaksanaan politik 
kriminal yang dapat menimbulkan berbagai kejahatan atau 
viktimisasi (penimbulan korban) lain lebih lanjut antara yang terlibat 
dalam terjadinya suatu kejahatan demi suatu keadilan dan 
kesejahteraan yang bersangkutan. Jadi, jelas viktimologi yang 
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rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat merupakan sarana 
untuk memperjuangkan hak dan kewajiban manusia. 
Menurut J E Sahepaty (1995:25) ruang lingkup viktimologi 
meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang 
ditentukan oleh suatu victimity yang tidak selalu berhubungan 
dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan dan 
bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan 
kekuasaan. 
Kemudian Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom (2006:43)  
menyatakan viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti: 
peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara 
pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan 
korban dalam sistem peradilan pidana.Namun dalam 
perkembangannya di tahun 1985 Separovic mempelopori pemikiran 
agar viktimologi khusus mengkaji korban karena adanya kejahatan 
dan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak mengkaji korban karena 
musibah atau bencana alam karena korban bencana alam diluar 
kemauan manusia (out of man’s will). Pada tahap perkembangan 
ini pula, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi 
meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya jumlah korban 
(orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa dan 
negara.  
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Hal serupa juga dinyatakan (Arif Gosita,2009:75-76) bahwa 
korban dapat berarti “individu atau kelompok baik swasta maupun 
pemerintah”. 
Lebih luas dijabarkan (Abdussalam, 2010:6-7) mengenai korban 
perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan 
negara sebagai berikut: 
a. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu 
mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun 
nonmateriil. 
b. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami 
penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang 
menimbulkan kerugianberkepanjangan akibat dari 
kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana 
alam. 
c. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam 
yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, 
binatang manusia dan masyarakat serta semua jasad hisup 
yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangant 
tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah 
mengalami gundul, longsor, banjir dan kebakaran yang 
ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan 
perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang 
tidak bertanggungjawab. 
d. Korban masyarakat, bangsa dan negara adalah 
masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, 
tumpang tindihpembagian hasil pembangunan serta hak 
sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak 
lebih baik setiap tahun. 
 
Dengan demikian objek studi atau ruang lingkup perhatian 
viktimologi menurut Arif Gosita (2009:329) adalah sebagai berikut: 
a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalitas 
b. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal 
c. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi 
suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas, seperti para 
korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, 
jaksa, hakim, pengacara, dan sebagainya. 
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d. Reaksi terhadap viktimisasi kriminal: argumentasi kegiatan-
kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi 
usaha-usaha prevensi, represi, tindak lanjut (ganti kerugian) 
dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan. 
e. Faktor-faktor viktimogen/kriminogen. 
 
Mengingat pentingnya viktimologi dalam mengusahankan 
keadilan dan kesejahteraan setiap anggota masyarakat dimana 
saja, maka benar apabila kita bersama mengusahakan 
pengembangan viktimologi. Tujuannya untuk memberikan landasan 
dalam menyikapi kehidupan dengan beragam cara, dan 
mengusahakan pelayanan perlakuan yang manusiawi terhadap 
mereka yang teribat dalam berbagai viktimisasi. 
Tujuan viktimologi dikatakan Muladi (2007:82) adalah: 
1. Menganalisi berbagai aspek yang berkaitan dengan 
korban; 
2. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab 
terjadinya viktimisasi;dan 
3. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi 
penderitaan manusia. 
 
3. Manfaat Viktimologi 
Manfaat yang diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan 
merupakan faktor yang paling penting dalam kerangka 
pengembangan ilmu itu sendiri. Dengan demikian manfaat yang 
dapat diperoleh dari suatu ilmu pengetahuan dalam 
pengembangannya tidak memberikan manfaat baik sifatnya praktis 
maupun teoritis, sia-sialah ilmu pengetahuan itu untuk dipelajari 
dan dikembangkan. Hal ini yang sama akan dirasakan pula pada 
saat mempelajari viktimologi. 
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Dengan dipelajarinya viktimologi, diharapkan akan banyak 
manfaat yang diperoleh dari mempelajari viktimologi. 
Menurut manfaat viktimologipada dasarnya berkenaan dengan 
tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban (Rena 
Yulia, 2010:39)yaitu: 
1. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak 
korban dan perlindungan hukum 
2. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban 
dalam suatu tindak pidana 
3. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan 
terjadinya korban. 
 
Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban 
sebagai dasar sebab musabab terjadinya kriminalitas dan mencari 
kebenaran. Dalam usaha mencari kebenaran dan dalam usaha 
mengerti akan permasalahan kejahatan, delikuensi dan deviasi 
sebagai satu proporsi yang sebenarnya secara dimensional. 
Viktimologi juga berperan dalam penghormatan hak-hak asasi 
korban sebagai manusia , anggota masyarakat dan sebagai warga 
negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan 
seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. 
Viktimologi bermanfaat bagi kinerja aparatur penegak hukum, 
seperi aparat kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. 
Arif Gosita (2009:30) menguraikan beberapa manfaat yang 
diperoleh dengan mempelajari viktimologi, yaitu sebagai berikut: 
a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang 
menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses 
viktimisasi bagi mereka yang teribat dalam proses 
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viktimisasi. Akibat pemahaman itu, akan diciptakan 
pengertian-pengertian,etiologi kriminal, konsepsi-konsepsi 
mengenai usaha-usaha yang preventif, represif, dan tindak 
lanjut dalam menghadapi dan menaggulangi permasalahn 
viktimisasi kriminal diberbagai bidang kehidupan dan 
penghidupan. 
b. Viktimologi memberikan sumbangsih yang lebih dalam 
mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia 
yang menimbulkan penderitaan fisik, mental dan sosial. 
Tujuannya tidaklah untuk menyanjung korban, tetapi hanya 
untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai 
kedudukan dan peran korban, serta hubungannya 
denganm pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini 
sangat penting dalam upaya pencegahan dalam berbagai 
macam viktimisasi demi menegakkan keadilan dan 
meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlibat langsung 
atau tidak langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi. 
c. Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu 
mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui 
mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan 
kehidupan dan pekerjaan mereka. 
d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi 
yang tidak langsung. Misalnya efek politik pada penduduk 
dunia ketiga akibat penyuapan oleh suatu korporasi 
internasional, akibat sosial pada setiap orang akibat polusi 
industri, terjadiya viktimisasi ekonomi, politik, dan 
sosialsetiap kali seorang pejabat menyalahgunakan 
jabatannya dalam pemerintahan untuk keuntungan sendiri. 
e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah 
penyelesaian viktimisasi kriminal, pendapat viktimologi 
dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan 
kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. 
 
Pada dasarnya manfaat viktimologi berkenaan dengan tiga hal 
utama dalam mempelajari manfaat studi korban yaitu: 
a. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak 
korban dan perlindungan hukum. 
b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban  
dalam suatu tindak pidana. 
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c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya 
korban. 
Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban 
sebagai sebab dasar terjadinya kriminalitas dan mencari 
kebenaran. Dalam usaha mencari kebenaran dan dalam usaha 
mengerti akan permasalahan tindak pidana, kejahatan, delikuensi, 
dan devisiasi sebagai satu proporsi yang sebenarnya secara 
dimensional. 
B. Korban 
1. Pengertian Korban 
Secara yuridis pengertian korban termaktub dalam Undang-
Undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban, yang menyatakan bahwa korban adalah “ seseorang yang 
mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi 
yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Melihat rumusan 
tersebut, yang disebut korban adalah: 
1. Setiap orang, 
2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau 
3. Kerugian ekonomi, 
4. Akibat tindak pidana. 
Kemudian pengertian korban juga dijelaskan dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan 
terhadap korban dan Saksi-saksi dalam Pelanggaran HAM yang 
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berat,  korban adalah “ orang perseorangan atau kelompok orang 
yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan 
mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan pihak 
manapun. 
Rena Yulia (2010:51) memberikan berbagai pengertian tentang 
korban yang bersumber dari para ahli maupun yang bersumber dari 
konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban 
kejahatan, sebagaimana diantaranya sebagai berikut:  
a. Crime Dictionary 
Korban (victim) adalah “orang yang telah mendapat 
penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta 
benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha 
pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tnidak pidana 
dan lainnya”. 
b. Arif Gosita 
Menurutnya, korban adalah mereka yang menderita 
jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan yang 
mencari pemenuhan kepentingan hak asasi pihak yang 
dirugikan. 
c. Ralph de Sola 
Korban (victim) adalah “....personwho has injuriedmental or 
physical suffering. Loss of property or deathresulting froman 
actual or atemtedcriminal by another....”. 
d. Cohen 
Mengungkapkan bahwa korban (victim) adalah “whose pain 
and sufferinghave been negiected by the state while it 
spends immenseresourcesto hunt down and punish the 
offender who responsiblefor that pain and suffering”. 
e. Z. P Zeparovic 
Korban (victim) adalah “.... the person who are threatned 
injured or destroyed by an actor or omission of another 
(mean, structure, organization, or institution) and 
consequently a victim would be anyone who has 
sufferedfrom or been theatened by a punisable (not only 
criminal act but also other punhisable act as misdemeanors, 
economic offenses, non-fulfiltment of work duties) or an 
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accident. Suffering may be caused by another structure, 
where people are also involved”. 
f. Muladi  
Korban (victim) adalah orang-orang yang baik secara 
individual maupun secara kolektiv telah menderita kerugian, 
termasuk kerugian fisik ataupun mental, emosional, 
ekonomi, gangguan substansial terhadap hak-haknya yang 
fundamental, melalui perbuatan ataupun omisiyang 
melanggar hukum pidana di masing-masing negara , 
termasuk penyalahgunaan kekuasaan. 
 
Mengacu pada pengertian-pengertian korban diatas, dapat 
dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan 
atu kelompok yang secara langsung menderita akbat dari 
perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi 
dirinya/kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk didalamnya 
keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-
orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban 
mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi (Dikdik 
dan Elisatris Gultom, 2006:43) 
2. Tipologi Korban 
Tipologi kejahatan dimensinya dapat dilihat dari dua perspektif 
,yaitu: 
1. Ditinjau dari perspektif tingkat keteribatan korban dalam 
terjadinya kejahatan. Melalui kajian perspektif ini, maka 
Ezzat Abdul Fattah yang dikutip oleh Lilik Mulyadi 
(2003:124) menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu: 
a. Nonparticipating victim adalah mereka yang 
menolak/menyangkal kejahatan dan penjahat tetapi tidak 
turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan. 
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b. Latent or predisposed victims adalah mereka yang 
mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi 
korbanpelanggaran tertentu. 
c. Provocative victims adalah mereka yang menimbulkan 
kejahatan atau pemicu kejahatan. 
d. Particapting victims adalah mereka yang tidakmenyadari 
atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya 
menjadi korban. 
e. False victims adalah mereka yang menjadi korbankarena 
dirinya sendiri. 
 
2. Ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri 
maka Stepen Schafer mengemukakan tipologi korban 
menjadi tujuh bentuk yaitu: 
a. Unrelated victims adalah mereka yang tidak ada 
hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena 
memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggungjawab 
sepenuhnya berada dipihak korban. 
b. Proactive victims merupakan korban yang disebabkan 
peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. 
Karena itu, dari aspek tanggungjawab terletak pada diri 
korban dan pelaku secara bersama-sama. 
c. Participacing victims hakikatnya perbuatan korban tidak 
disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. 
Misalnya, mengambil uang dibank dalam jumlah besar 
yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan 
tasplastik sehingga mendorong orang lain untuk 
merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban 
sepenuhnya ada pada pelaku. 
d. Biologically weak victims adalah kejahatan disebabkan 
adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak 
dan manusia lanju usia (manula) merupakan potensial 
korban kejahatan. Ditinjau dari pertanggungjawabannya 
terletak pada masyarakat atau pemerintahsetempat 
karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban 
yang tidak berdaya. 
e. Socially weak victims adalah korban yang tidak 
diperhatikan oleh masyarakat yang bersangkutan seperti 
gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. 
Untuk itu pertanggungjawabanya secara penuh terletak 
pada pelaku atau masyarakat. 
f. Self victimizing victims adalah korban kejahatan yang 
dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa 
22 
korban. Untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya 
terletak pada korban sekaligus sebgai pelaku kejahatan. 
g. Political victims adalah korban karena lawan politiknya. 
Secara sosiologis, korban ini tidak dapat 
dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan 
konstelasi politik (Lilik mulyadi, 2003:123) 
 
3. Selain pengelompokan diatas, masih ada pengelompokan 
korban menurut Sellin dan wolfgang, yaitu sebagai berikut: 
a. Primary victimization, yaitu korban berupa individu 
perorangan (bukan kelompok) 
b. Secondary victimization, yaitu korban kelompok, misalnya 
badan hukum. 
c. Tertiary victimization, yaitu korban masyarakat luas. 
d. No victimization, yaitu korban yang tidak dapat diketahui, 
misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan 
produk (Dikdik dan Elisatris Gultom, 2006:49) 
 
3. Hubungan Korban dengan Tindak Pidana 
Pada umumnya dikatakan hubungan korban dengan tindak 
pidana adalah pihak yang menjadi korban sebagai akibat tindak 
pidana. Tentu ada asap pasti ada api. Pihak tersebut menjadi 
korban karena ada pihak lain yang melakukan tindak pidana. 
Memang demikianlah pendapat yang kuat selama ini yang 
didukung fakta yang ada, meskipun dalam praktik ada dinamika 
yang berkembang. 
Uraian tersebut menegaskan yang bersangkutan sebagai 
korban “murni” dari kejahatan atau tindak pidana. Artinya korban 
memang korban yang sebenar-benarnya/senyatanya. Korban tidak 
bersalah hanya semata-mata hanya sebagai korban, kemungkinan 
penyebabbnya; kealpaan, ketidaktahuan, kurang hati-hati, 
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kelemahankorban atau mungkin kesialan. Dapat juga tejadi akibat 
kelalaian negara untuk melindungi warganya. 
Perkembangan global, faktor ekonomi, politik, sosiologis, 
ataupun faktor-faktor negatif yang lain, memungkinkan adanya 
korban yang tidak “murni”. Disini korban tersangkut atau menjadi 
bagian dari pelaku, bahkan sekaligus menjadi pelakunya. Lebih 
lanjut tentang masalah ini (Rena Yulia, 2010:81) beranggapan 
bahwa peranan korban dalam menimbulkan suatu tindak pidana 
atau kejahatan adalah: 
a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban 
untuk terjadi; 
b. Keuntungan akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si 
korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar; 
c. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja 
sama antara si pelaku dan si korban; 
d. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi 
bila tidak ada provokasi dari si korban. 
 
Selanjutnya hubungan korban dan pelaku dapat dilihat dari 
tingkat kesalahannya. Menurut Mendelsohn yang dikutip Bambang 
Waluyo (2011:19), berdasarkan derajat kesalahannya korban 
dibedakan menjadi lima macam, yaitu: 
a. Yang sama sekali tidak bersalah; 
b. Yang jadi korban karena kelalaiannya; 
c. Yang sama salahnya dengan pelaku; 
d. Yang lebih bersalah dari pelaku; 
e. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal 
ini pelaku dibebaskan) 
 
Sebenarnya banyak hubungan korban dengan pelaku, 
diantaranya juga dapat dikaji melaui hubungan darah, 
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persaudaraan, famili, ataupun kekeluargaan. Misalnya pencurian 
dalam keluarga, pelecehan seksual dan bahkan penganiayaan atau 
pembunuhan untuk memperebutkan harta waris serta kekuasaan. 
Sejenis hubungan ini atau hubungan orang-orang dekat pelaku 
ataupun korban seperti teman, sahabat, pacar, rekan bisnis dan 
sebagainya. 
Sementara itu G. Widiartana melalui Bambang Waluyo (2011: 
20) menjelaskan hubungan korban dan pelaku berdasarkan dengan 
sasaran tindakan pelaku sebagai berikut: 
a. Korban langsung, yaitu mereka yang secara langsung menjadi 
sasaran atau objek perbuatan pelaku. 
b. Korban tidak langsung, yaitu mereka yang meskipun tidak 
secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga 
mengalami penderitaan atau nestapa. Pada kasus 
pembunuhan terhadap seorang laki-laki yang mempunyai 
tanggungjawab menghidupi istri dan anak-anaknya, 
meninggalnya laki-laki tersebut merupakan korban langsung. 
Sedangkan istri dan anaknya itu merupakan korban tidak 
langsung. 
 
Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar korban merupakan 
korban yang murni atau senyatanya. Korban-korban dimaksud 
terjadi dalam tindak pidana misalnya terorisme, pencurian termasuk 
penipuan, dan tindak pidana lain yang sering terjadi di masyarakat. 
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Kemudian korban dalam posisi pasif, tidak menjadi faktor-faktor 
penyebab terjadinya tindak pidana. Pihak pelaku yang 
menghendaki penuh kejahatannya, sedangkan korban yang 
menjadi sasaran atau tujuan kejahatannya sama sekali tidak 
bersalah. 
Sekalipun banyak juga korban ikut andil dalam terjadinya 
kejahatan. Derajat kecilnya peran korban, misalnya korban lalai 
atau tidak berhati-hati sehingga muncul atau terjadi tindak pidana. 
Dapat terjadi pula dalam hal korban menarik perhatian pelaku. 
C. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam 
hukum pidana Belanda yaitu Strafbaar feit. Walaupun istilah ini 
terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia 
Belanda(KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa 
yang dimaksud dengan strafbaar feit itu. Oleh karena itu, para ahli 
hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. 
Sayangnya sampai kini belum ada kesegaragaman pendapat. 
Adami Chazawi (2008: 67-68) mengemukakan Istilah-istilah 
yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang 
ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan 
dari istilah strafbaar feit adalah sebagai berikut: 
1. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam 
perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh 
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peraturan perundang-undangan menggunakan istilah 
tindak pidana, seperti dalam UU No. 6 Tahun 1982 
tentang Hak Cipta, (diganti dengan UU No. 19/2002), UU 
No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Subversi, UU no. 3 Tahun1971 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan 
UU No. 31 Tahun 1999), dan perundang-perundangan 
lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah seperti ini 
seperti Wirjono Prodjodikoro. 
2. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum 
misalnya Mr. R. Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum 
Pidana, Mr. H.J van Scharavendijk dalam buku Pelajaran 
Tentang Hukum Pidana Indonesia, A. Zainal Abidin. 
Dalam bukunya Hukum Pidana.  
3. Delik,  yang sebenarnya bersasal dari bahasa latin 
delictum juga digunakan untu menggambarkan tentang 
apa yang dimaksud dengan strafbaar feit. Istilah ini 
dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya E. 
Utrechtwalaupun juga dia menggunakan istilah lain yakni 
peristiwa pidana (dalam buku Hukum Pidana I). Moeljatno 
pernah juga menggunakan istilah ini, seperti pada judul 
buku nya Deleik-Delik Percobaan, Deli-Delik Penyertaan, 
walaupun menurutnya lebih tepat dengan  istilah 
perbuatan pidana. 
4. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-
Pokok Hukum Pidana yang ditulisnoleh Mr. M.H. 
Tirtaamidjaja 
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh 
Mr. Karni dalam bukunya ringkasan Tentang Hukum 
Pidana. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya 
Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia. 
6. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh 
pembentuk Undang-Undang No. 12/Drt/1951 tentang 
senjata Api dan Bahan Peledak. 
7. Perbuatan pidana, digunakan oleh Mr. Moeljatno dalam 
berbagai tulisannya, misalnya dalam buku Asas-Asas 
Hukum Pidana. 
 
Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar dan feit. Dari 
tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari strafbaar feit 
itu, ternyata straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. 
Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara 
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itu, untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, 
pelanggaran, dan perbuatan. 
Secara letterlijk, kata “straf” artinya pidana, “baar” artinya dapat 
atau boleh dan “feit” adalah perbuatan. Sedangkan dalam bahasa 
belanda “feit” berarti sebagian dari suatu kenyataan dan “strafbaar 
feit” dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan 
yang dapat dihukum. 
kemudian istilah “tindak” memang telah lazim digunakan dalam 
peraturan perundang-undangan kita walaupun masih dapat 
diperdebatkan juga ketepatannya. Tindak menunjuk pada hal 
kelakuan manusia dalam arti positif (handelen) semata, dan tidak 
termasuk kelakuan manusia yang pasif atau negatif (natalen). 
Padahal pengertian yang sebenarnya dalam istilah feit itu adalah 
termasuk baik perbuatan aktif maupun pasif tersebut.  
Sementara beberapa ahli merumuskan pengertian tindak pidana 
sebagai berikut: 
a. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu 
adalah “suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan 
hukuman pidana” (1981:50). 
b. Simons, merumuskan strafbaar feit adalah “suatu tindakan 
melanggar hukum yang dengan sengaja telah yang 
dilakukan oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan 
sebagai dapat dihukum” (1992:127). 
c. J.E Jonkers, yang merumuskan peristiwa pidana ialah “ 
perbuatan yang melawan hukum (wederrechttelijk) yang 
berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang 
dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan” 
(1987:135) 
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d. H.J van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh 
dihukum adalah “kelakukan orang yang begitu 
bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan 
itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang 
yang karena itu dapat dipersalahkan” (1955:87) 
e. Achmad Ali, tindak pidana (delik) adalah “pengertian umum 
tentang semua perbuatan yang melanggar hukum ataupun 
perundang-perundangan dengan tidak membedakan 
apakah pelanggaran itu dibidang hukum privat ataupun 
hukum publik termasuk hukum pidana” (2002:251) 
 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Menurut doktrin unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur 
subjektif dan unsur objektif. 
a. Unsur subjektif 
Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri 
pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau 
tidak ada kesalahan” (an act does not make a person guilty unless 
the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea). 
Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang 
diakibatkan oleh kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa). 
Kemudian menurut Lamintang(Leden Marpaung, 2008:11) yang 
termasuk unsur-unsur subjektif dari suatu tindakan adalah sebagai 
berikut: 
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa) 
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau 
poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) 
KUHP 
3. Berbagai maksud atau oogmerk seperi didalam kejahatan 
pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain. 
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad, 
seperti dalam didalam kejahatan pembunuhan. 
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5. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak 
pidana menurut Pasal 308 KUHP 
 
b. Unsur Objektif 
Unsur-unsur objektif yang merupakan unsur dari luar dari suatu 
tindak pidana adalah sebagai berikut: 
1. Sifat melawan hukum atau wederrechtelijkheid. 
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang 
pegawai negeri dalam kejahatan menurut pasal 415 KUHP 
. 
3. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai 
penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat (leden 
Marpaung, 2008:11) 
 
Menurut Satochid Kartanegara, unsur tindak pidana (delik) 
terdiri atas unsur subjektf dan unsur objektif. Unsur yang objektif 
adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia, yaitu berupa: 
a. Suatu tindakan, 
b. Suatu akibat, dan 
c. Keadaan (omstandigheid). 
Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat 
berupa: 
a. Kemampuan dapat dipertanggungjawabkan 
(toerekeningsvatbaarheid). 






D. Tindak Pidana Penipuan 
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan 
Dari sudut bahasa Indonesia kata penipuan merupakan kata 
sifat dari kata dasar tipu, yang mendapat awalan pe- dan akhiran –
an sehingga menjadi penipuan, yang berarti orang yang melakukan 
suatu perbuatan penipuan atau subjek pelaku. 
Dalam bentuk umum penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP 
yaitu sebagai berikut: 
Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dalam 
memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik akal dan tipu 
muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan-
perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan 
suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, 
dihukum karena penipuan. 
 
Kemudian dijelaskan pula dalam kamus hukum (Puspa, 
1977:946) penipuan dikenal dengan istilah zwendelarij atau 
swindling dengan memberikan pengertian sebagai berikut: 
Perbuatan membujuk memberikan suatu barang, membatalkan 
hutang, menghapuskan piutang dengan melawan hukum dengan 
menggunakan nama palsu, tujuan menguntungkan diri sendiri 
adalah merupakan tindakan pidana atau kejahatan yang mana si 
pelaku dapat dituntut atau ditindak. 
Penipuan itu sendiri pada dasarnya selalu diawali dengan 
melakukan perbuatan membujuk dengan cara memakai kata-kata 
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bohong agar dapat dengan mudah mendapat kepercayaan dari 
orang yang dibujuknya. 
Melihat dari uraian diatas, dapat digolongkan bahwa penipuan 
merupakan salah satu dari kejahatan terhadap harta benda 
sebagaimana diatur dallam buku II KUHP, dimana objeknya adalah 
harta benda. 
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan 
Adapun jenis-jenis penipuan yang diatur dalam Buku II KUHP 
terbagi atas: 
1. Penipuan dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 378 
KUHP. 
2. Penipuan dalam hal jual beli terdiri dari: 
a. Penipuan pihak pembeli diatur dalam Pasal 379a KUHP. 
b. Penipuan pihak penjual diatur dalam Pasal 383, 384, 386 
KUHP. 
c. Penipuan terhadap penjualan salinan konosemen diatur 
dalam Pasal 383 bis KUHP. 
3. Penipuan terhadap memalsu nama penulis buku dan lain-lain 
dalam Pasal 380 KUHP. 
4. Penipuan terhadap perasuransian yang diatur dalam Pasal 381 
dan 382 KUHP. 
5. Persaingan curang terdapat dalam Pasal 382 bis KUHP. 
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6. Penipuan dalam hal pemborongan diatur dalam Pasal 387 
KUHP. 
7. Penipuan dalam hal penyerahan barang untuk angkatan perang 
terdapat dalam Pasal 388 KUHP. 
8. Penipuan terhadap batas pekarangan termuat dalam Pasal 389 
KUHP. 
9. Penyiaran kabar bohong tercantum dalam Pasal 390 KUHP. 
10. Penipuan tentang obligasi diatur dalam Pasal 391 KUHP. 
11. Penipuan dengan punyusunan neraca palsu diatur dalam Pasal 
392 KUHP. 
12. Penipuan terhadap pemalsuan nama firma atau merk atas 
barang dagangan diatur dalam Pasal 393 KUHP. 
13. Penipuan dalam lingkungan pengacara diatur dalam Pasal 393 
bis KUHP. 
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan 
Didalam pengertian pokok tindak pidana penipuan, yang 
rumusannya dapat dilihat dalam Pasal 378 KUHP yaitu sebagai 
berikut: 
Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dalam 
memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik akal dan tipu 
muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan-
perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu 
barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, 
dihukum karena penipuan dengan pidana penjara selama-
lamanya empat tahun. 
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Menurut Tongat (2003:72) berdasarkan ketentuan Pasal 378 
KUHP tersebut diatas, maka tindak pidana penipuan dalam arti 
pokok mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: 
a. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari: 
1. Menggerakkan, 
2. Orang lain, 
3. Untuk menyerahkan suatu barang atau benda, 
4. Untuk memberi hutang, 
5. Untuk menghapus piutang, 
6. Dengan menggunakan daya upaya seperti: 
a. Memakai nama palsu, 
b. Martabat palsu, 
c. Dengan tipu muslihat,dan 
d. Rangkaian kebohongan. 
b. Unsur-unsur subjektif yang terdiri dari : 
1. Dengan maksud, 
2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan 
3. Secara melawan hukum. 
1. Unsur menggerakkan orang lain. 
Berkaitan dengan unsur menggerakkan orang lain dalam 
Pasal 378 KUHP ini perlu dikemukakan, bahwa pengertian 
menggerakkan orang lain adalah dengan menggunakan 
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tindakan-tindakan baik berupa perbuatan-perbuatan ataupun 
perkataan-perkataan yang bersifat menipu. 
Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan 
mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. 
Objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang. Perbuatan 
menggerakkan adalah berupa perbuatan yang abstrak dan akan 
terlihat bentuknya secara kongkrit bila dihubungkan dengan cara 
melakukannya. (www.hukumonline.com) 
Unsur orang lain dalam Pasal 378 KUHP berbeda dengan 
unsur menggerakkan orang lain dalam konteks Pasal 55 ayat (1) 
KUHP. Dalam Pasal 55 KUHP “menggerakkan orang lain” 
dengan menggunakan upaya-upaya memberi atau menjanjikan 
sesuatu atau menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, 
ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan 
sarana atau keterangan. Sedangkan menggerakkan orang lain 
dalam Pasal 378 KUHP tidak dipersyaratkan dipakainya upaya-
upaya diatas. Perbuatan menggerakkan dalam konteks Pasal 
378 KUHP ialah dengan menggunakan tindakan-tindakan, baik 
perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat 
menipu. 
2. Unsur menyerahkan suatu benda. 
Dalam tindak pidana penipuan yang dimaksud dengan 
menyerahkan suatu benda tidaklah harus dilakukan dengan diri 
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sendiri si korban secara langsung kepada si pelaku. Dalam hal 
ini penyerahan juga dapat dilakukan oleh si korban kepada 
orang suruhan dari pelaku. 
Hanya dalam hal ini, oleh unsur kesengajaan maka ini berarti 
unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari 
adanya daya upaya yang dilakukan oleh si pelaku. Dengan 
antara perbuatan menyerahkan yang dilakukan oleh orang yang 
menjadi korban penipuan dengan daya upaya yang dilakukan 
pelaku harus ada hubungan kausal. 
Pengertian benda dalam penipuan mempunyai arti yang 
sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan.  
3. Unsur memakai nama palsu. 
Pemakaian nama palsu ini akan terjadi apabila seseorang 
menyebutkan suatu nama yang bukan namanya, panggilan 
sehari-hari ataupun suatu sebutan yang menunjukkan bukan diri 
dari si pelaku. 
4. Unsur memakai martabat palsu. 
Martabat palsu disini dimaksudkan adalah menyebutkan 
dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benardan yang 
mengakibatkan si korban percaya padanya, dan berdasarkan 
kepercayaan itu ia memberikan suatu barang atau memberikan 
hutang atau menghapus piutang. Memakai martabat palsu juga 
termasuk dalam hal jabatan palsu, kuasa palsu dari orang lain, 
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atau seorang ahli waris dari seorang yang wafat yang 
meninggalkan harta warisan. 
5. Unsur memakai tipu muslihat dan unsur rangkaian kebohongan. 
Kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat 
menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat 
menimbulkan kepercayaan bagi orang lain bahwa semuanya itu 
seolah-olah benar adanya. Namun terdapat perbedaan diantara 
keduanya, yaitu: pada tipu muslihat berupa perbuatan, 
sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa 
ucapan/perkataan. 
Tipu muslihat adalah rangkaian suatu perbuatan yang 
sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan 
kesan atau kepercayaan terhadap orang lain (korban) tentang 
perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar.Sedangkan yang 
dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah rangkaian 
kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan 
kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang 
dilakukan itu adalah benar. 
 
E. Pegawai Negeri Sipil. 
1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil 
Di dalam masyarakat yang selalu berkembang, manusia 
senantiasa mempunyai kedudukan yang makin penting, 
meskipun negara Indonesia menuju kepada masyarakat yang 
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berorientasi kerja, yang memandang kerja adalah sesuatu yang 
mulia, tidaklah berarti mengabaikan manusia yang 
melaksanakan kerja tersebtut. 
Demikian juga halnya dalam suatu organisasi, unsur 
manusia sangat menentukan sekali karena berjalan tidaknya 
suatu organisasi kearah pencapaian tujuan  yang ditentukan 
tergantung kepada kemampuan manusia untuk menggerakkan 
organisasi tersebut ke arah yang telah ditetapkan. 
A.W. Widjaja (2006:116) berpendapat bahwa, “Pegawai 
adalah merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun 
rohaniah yang dikerjakan dalam suatu badan tertentu, baik di 
lembaga-lembaga pemerintah maupun dalam badan-badan 
usaha. 
Dari definisi  di atas dapat diketahui bahwa pegawai 
merupakan modal pokok dalam suatu organisasi, baik itu 
organisasi pemerintah maupun organisasi swasta. Pegawai 
yang telah memberikan tenaga maupun pikirannya dalam 
melaksanakan tugas ataupun pekerjaan, baik itu organisasi 
pemerintah maupun organisasi swasta akan mendapat imbalan 
sebagai balas jasa atas pekerjaan yang telah dikerjakan. 
Musanef (1984:5) berpendapat bahwa, “Pegawai adalah 
orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapat 
imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah atau 
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badan swasta. Selanjutnya Musanef memberikan definisi 
pegawai sebagai pekerja atau worker adalah, “Mereka yang 
secara langsung digerakkan oleh seorang manajer untuk 
bertindak sebagai pelaksana yang akan menyelenggarakan 
pekerjaan sehingga menghasilkan karya-karya yang diharapkan 
dalam usaha pencapaian tujuan organisasi yang telah 
ditetapkan. 
Dari definisi di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 
pegawai sebagai tenaga kerja atau yang menyelenggarakan 
pekerjaan perlu digerakkan sehingga mereka mempunyai 
keterampilan dan kemampuan dalam bekerja yang pada 
akhirnya akan dapat menghasilkan karya-karya yang 
bermanfaat untuk tercapainya tujuan organisasi.  Karena tanpa 
kemampuan dan keterampilan pegawai sebagai pelaksana 
pekerjaan maka alat-alat dalam organisasi tersebut akan 
merupakan benda mati danwaktu yang dipergunakan akan 
terbuang dengan percuma sehingga pekerjaan tidak efektif. 
Dari beberapa defenisi pegawai yang telah dikemukakan 
para ahli tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah 
pegawai mengandung pengertian sebagai berikut: 
1. Menjadi anggota suatu usaha kerja sama (organisasi) 
dengan maksud memperoleh balas jasa atau imbalan 
kompensasi atas jasa yang telah diberikan. 
2. Pegawai di dalam sistem kerja sama yang sifatnya 
pamrih.  
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3. Berkedudukan sebagai penerima kerja dan berhadapan 
dengan pemberi kerja (majikan).  
4. Kedudukan sebagai penerima kerja itu diperoleh setelah 
melakukan proses penerimaan.  
5. Akan mendapat saat pemberhentian (pemutusan 
hubungan kerja antara pemberi kerja dengan penerima 
kerja). 
 
pengertian pegawai negeri menurut Undang-Undang Pokok 
Kepegawaian No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan UU No.8 
Tahun1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yaitu: 
1. Pegawai negeri adalah unsur aparatur negara, abdi 
negara, dan abdi masyarakat yang dengan kesetiaan 
dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar 1945, negara dan pemerintah, 
menyelenggarakan tugas pemerintahan dan 
pembangunan. 
2. Pegawai negeri adalah mereka yang telah memenuhi 
syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh 
pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam 
sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara 
lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu 
peraturan perundang-undangan dan digaji menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
              2. Jenis Pegawai Negeri Sipil 
Pegawai Negeri terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 
anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian 
Negara Republik Indonesia. Karena dalam penulisan skripsi ini 
hanya dibatasi pada Pegawai Negeri Sipil, maka selanjutnya 
hanya dijelaskan mengenai perincian tentang Pegawai Negeri 
Sipil. 
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Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 
Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1974 Tentang PokokPokok Kepegawaian, yang 
menjelaskan Pegawai Negeri terdiri dari: 
 
1. Pegawai Negeri Sipil Pusat 
a. Yang bekerja sama pada departemen, lembaga 
pemerintah non departemen, kesekretariatan, 
lembaga tertinggi/tinggi negara, instansi vertikal di 
daerah-daerah dan kepaniteraan pengadilan. 
b. Yang bekerja pada perusahaan jawatan misalnya 
perusahaan jawatan kereta api, pegadaian dan lain-
lain. 
c. Yang diperbantukan atau dipekerjakan pada 
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. 
d. Yang berdasarkan suatu peraturan perundang-
undangan dan diperbantukan atau dipekerjakan pada 
badan lain seperti perusahaan umum, yayasan dan 
lainnya. 
e. Yang menyelenggarakan tugas negara lainnya, 
misalnya hakim pada pengadilan negeri/pengadilan 
tinggi dan lain-lain. 
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                           2. Pegawai Negeri Sipil Daerah 
Pegawai Negeri Sipil daerah diangkat dan bekerja pada 
Pemerintahan Daerah Otonom baik pada Pemerintah Provinsi 
dan Pemerintah Kabupaten/Kota. 
3. Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan 
Peraturan Pemerintah. 
Masih dimungkinkan adanya pegawai negeri sipil lainnya 
yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah, misalnya 
kepala-kepala kelurahan dan pegawai negeri di kantor sesuai 
dengan UU No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian. 
Dari uraian-uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 
yang menyelenggarakan tugas-tugas negara atau pemerintahan 
adalah pegawai negeri, karena kedudukan pegawai negeri 
adalah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, juga pegawai 
negeri merupakan tulang punggung pemerintah dalam proses 






               3. Tugas dan Fungsi Pegawai Negeri Sipil 
Pegawai negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara 
dan abdi masyarakat yang penuh dengan kesetiaan dan 
ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah 
menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. 
Sehubungan dengan kedudukan Pegawai Negeri maka 
baginya dibebankan kewajiban-kewajiban yang harus 
dilaksanakan dan sudah tentu di samping kewajiban baginya 
juga diberikan apa-apa saja yang menjadi hak yang didapat oleh 
seorang pegawai negeri. 
Pada Pasal 4 Undang-Undang No.43 Tahun 1999 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang No.8 Tahun 1974 Tentang 
Pokok-Pokok Kepegawaian setiap pegawai negeri wajib setia 
dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan 
Pemerintahan.  Pada umumnya yang dimaksud dengan 
kesetiaan dan ketaatan adalah suatu tekad dan kesanggupan 
dari seorang pegawai negeri untuk melaksanakan dan 
mengamalkan sesuatu yang ditaati dengan penuh kesadaran 
dan tanggung jawab. 
Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara, abdi 
masyarakat wajib setia dan taat kepada Pancasila, sebagai 
falsafah dan idiologi negara, kepada UUD 1945, kepada Negara 
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dan Pemerintahan.  Biasanya kesetiaan dan ketaatan akan 
timbul dari pengetahuan dan pemahaman yang mendalam, Oleh 
sebab itulah seseorang Pegawai Negeri Sipil wajib mempelajari 
dan memahami secara mendalam tentang Pancasila, UUD 
1945, Hukum Negara dan Politik Pemerintahan. 
Dalam Pasal 5 Undang-Undang No.8 Tahun 1974 (pasal ini 
tidak diubah oleh UU No.43 Tahun 1999) Tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian disebutkan setiap pegawai negeri wajib mentaati 
segala peraturan perundangan yang berlaku dan melaksanakan 
kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh 
pengabdian kesadaran dan tanggung jawab.  Pegawai Negeri 
Sipil adalah pelaksana pearturan perundang-undangan, sebab 
itu maka seorang Pegawai Negeri Sipil wajib berusaha agar 
setiap peraturan perundang-undangan ditaati oleh anggota 
masyarakat. 
Sejalan dengan itu pegawai negeri sipil berkewajiban 
memberikan contoh yang baik dalam mentaati dan 
melaksanakan segala peraturan dan perundang-undangan yang 
berlaku.  Di dalam melaksankan peraturan perundangundangan, 
pada umumnya kepada pegawai negeri diberikan tugas 
kedinasan untuk melaksanakan dengan baik. Pada pokoknya 
pemberian tugas kedinasan itu adalah merupakan kepercayaan 
dari atasan yang berwenang dengan harapan bahwa tugas itu 
44 
nantinya akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.  Maka 
Pegawai Negeri Sipil dituntut penuh pengabdian, kesadaran dan 



















A. Lokasi Penelitian  
Penelitian tepatnya dilaksanakan  didalam wilayah Makassar.  Lokasi 
ini secara sengaja ditetapkan oleh Penulis dengan pertimbangan bahwa 
banyaknya terjadi kasus penipuan yang dialami masyarakat diwilayah 
hukum Polrestabes Makassar sesuai dengan skripsi ini. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Data Primer, yaitu data langsung yang diperoleh melalui wawancara 
dan penelitian langsung dengan pihak-pihak terkait. 
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaanterhadap berbagai macam bahan bacaan yang 







C. Teknik Pengumpulan Data 
1.  Metode Penelitian : 
Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni melalui 
metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) dan metode 
Penelitian Lapangan (Field Research). 
a. Metode penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian 
yang dilakukan guna mengumpulkan sejumlah  data dari berbagai 
literatur yang ada yang berhubungan dengan masalah yang 
dibahas. 
b. Metode Penelitian Lapangan (Field Research), yakni penelitian 
yang dilakukan melalui wawancara langsung dan terbuka dalam 
bentuk Tanya jawab kepada narasumber berkaitan dengan 
permasalahan dalam tulisan ini, sehingga diperoleh data-data yang 
diperlukan. 
 
2. Metode Pengumpulan Data : 
a. Wawancara (interview), yakni teknik pengumpulandata yang 
dilakukan dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak 
yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas. 
b. Dokumentasi, yakni teknik pengumpulan data, dimana penulis 
mengambil data dengan mengamati dokumen-dokumen dan 
arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait dalam hal ini 
di wilayah hukum Polrestabes Makassar. 
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D. Metode Analisis Data 
Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data 
sekunder kemudian  akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif 
untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif, 

















A. Peranan Korban Dalam Tindak Pidana Penipuan di Kota 
Makassar 
1. Perkembangan Tindak Pidana Penipuan di Kota Makassar 
Tindak pidana penipuan merupakan salah satu tindak pidana yang 
paling sering terjadi di kota-kota besar. Di kota Makassar sendiri, 
penipuan merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering 
menimpa masyarakat banyak seiring dengan perkembangan kota yang 
semakin pesat. 
Data yang diperoleh dari Kepolisian Resort Besar (Polrestabes) 
menunjukkan bahwa tindak pidana penipuan kerap terjadi menimpa 
masyarakat di Kota Makassar.  
Berikut hasil penelitian dan pengambilan data yang ditunjukkan 
oleh Penulis didalam tabel yang didasarkan atas laporan masuk kepada 
Kepolisian Sektor (Polsek), Kepolisian resort (Polres) diberbagai wilayah 









Jumlah Tindak Pidana Penipuan Yang dilaporkan Di Wilayah 








1 2010 465 39% 
2 2011 336 28% 
3 2012 287 24% 
4 2013 106 9% 
 Jumlah 1194 100% 
Sumber: Polrestabes Makassar, 2014 
Dari tabel di atas, secara umum dapat dilihat jumlah tindak pidana 
penipuan yang dilaporkan di kota Makassar mengalami penurunan dari 
tahun ke tahun. Tercatat dari tahun 2010 terjadi penurunan kasus tindak 
pidana penipuan, yaitu dari 465 kasus menjadi 336 kasus pada tahun 
2011. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2012 kembali terjadi penurunan 
kasus penipuan dengan jumlah 287 kasus. Kemudian terakhir pada tahun 
2013, terjadi penurunan yang sangat signifikan dari tahun 2010 yaitu 
sebanyak 106 kasus penipuan di Kota Makassar. 
Merujuk dari hasil jumlah kasus penipuan selama empat tahun 
terakhir pada tabel di atas, maka secara keseluruhan tercatat yaitu 1194 
kasus, sekalipun terjadi penurunan secara signifikan setiap tahunnya, 
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angka ini termasuk besar untuk jumlah kasus penipuan secaram umum di 
kota besar seperti Kota Makassar. 
2. Peranan Korban Dalam Tindak Pidana Penipuan di Kota Makassar 
Jika berbicara mengenai viktimologis, maka akan berbicara 
tentang peranan korban dalam terjadinya suatu tindak pidana.Kasus 
penipuan termasuk salah satunya. 
Berdasarkan wawancara ( 5 mei 2014) bersama AIPDA Awaluddin 
selaku penyidik dan Kepala Urusan Administrasi (Kaurmin) Polrestabes 
Makassar mengungkapkan bahwa derajat kesalahan atau faktor-faktor 
yang melatar belakangi seseorang itu dapat menjadi korban penipuan 
terdiri dari tiga faktor. 
Menurut AIPDA Awaluddin, faktor yang pertama yaitu karena 
adanya iming-iming keuntungan ataupun janji dari suatu bentuk kerjasama 
yang dilakukan oleh pelaku dan korban. Hal tersebutlah yang kemudian 
memunculkan sikap percaya korban kepada pelaku sehingga korban 
memberikan harta atau barang kepada si pelaku. Sikap terlalu mudah 
percaya dan tidak berhati hati ini merupakan salah satu peranan korban  
yang paling mendasar dalam terlaksananya suatu tindak pidana penipuan. 
Kemudian yang menjadi faktor kedua yaitu, adanya hubungan 
keluarga atapun hubungan pertemanan. Menurut AIPDA Awaladuddin, 
faktor kedua ini merupakan faktor membuat seseorang menjadi korban 
tindak pidana penipuan dengan mudah. Kemudian dia menambahkan 
bahwa terkadang seseorang yang diajak bekerjasama oleh keluarga 
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ataupun temannya baik itu dalam hal jual beli ataupun bentuk kerjasama 
lainnya tidak lagi memikirkan dan mempertimbangkan secara matang 
ajakan tersebut mengingat kepercayaan yang sudah terbangun sebagai 
keluarga sebelumnya serta karena hubungan pertemanan yang sudah 
berlangsung lama. Jarang didapatkan kasus penipuan yang terjadi antara 
orang-orang yang baru kenal, lanjut AIPDA Awaluddin. 
Faktor ketiga, atau faktor terakhir menurut AIPDA awaluddin, 
seseorang dapat menjadi korban penipuan dikarenakan kurangnya tingkat 
pendidikan ataupun tingkat pendidikan yang rendah. Faktor terakhir ini 
menurut AIPDA Awaluddin adalah karena kurangnya pengetahuan 
seseorang terhadap suatu perjanjian yang memudahkan seseorang untuk 
menjadi korban penipuan. AIPDA Awaluddin juga menambahkan bahwa 
ada juga beberapa kasus penipuan yang ditemukan korbannya adalah 
orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi.  
Apabila dibandingakan dengan faktor pertama dan faktor kedua, 
faktor tingkat pendidikan rendah merupakan salah satu faktor yang tingkat 
presentasenya tidak lebih besar dalam tindak pidana penipuan.  
Untuk lebih jelasnya, berikut penulis menampilkantabel yang 
menjelaskan tentang presentase peranan korban dalam tindak pidana 






Peranan Korban Tindak Pidana Penipuan Di Kota Makassar 
No Peranan Korban Tindak Pidana Penipuan Persentase 
1 Terlalu Mudah Percaya 50% 
2 Hubungan Keluarga / Teman 35% 
3 Pendidikan Rendah 15% 
 Jumlah 100% 
Sumber: Hasil Wawancara Dengan Responden 
 Tabel diatas menunjukkan peranan tindak pidana penipuan di kota 
Makassar secara umum dan tidak menjelaskan secara spesifik tentang 
penipuan dalam penerimaan CPNS, AIPDA Awaluddin menjelaskan 
secara terperinci mengenai peranan korban dalam terjadinya tindak 
pidana penipuan, dimana faktor terlalu mudah percaya mudah percaya 
menempati urutan teratas dengan persentase 50%, lalu diikuti oleh karena 
adanya hubungan keluarga ataupun pertemanan dengan 35% dan faktor 
pendidikan rendah menjadi faktor terakhir dengan 15%. 
3. Peranan Korban Dalam Tindak Pidana Penipuan Dalam 
Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Kota Makassar 
Menurut AIPDA Awaluddin, sejauh ini pihak di Polrestabes belum 
pernah menerima adanya laporan tentang Penipuan dalam proses 
rekritmen CPNS, meskipun ia mengakui bahwa praktek calo dalam 
penerimaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil serta adanya Penipuan 
dalam proses tersebut memang sering terjadi dan jumlahnya tidak sedikit. 
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Namun AIPDA Awaluddin menambahkan bahwa pihak kepolisian 
kesulitan dalam mengungkapnya dikarenakan korban itu sendiri yang 
tidak pernah melaporkan jikalau telah ditipu, faktor malu serta takut 
menjadi asumsi AIPDA awaluddin korban tidak melaporkan penipuan 
tersebut. Akan tetapi penulis mendapatkan hasil wawancara dengan 
beberapa korban yang mengaku pernah ditipu soal CPNS. 
Untuk menjawab mengenai peranan korban dalam terjadinya suatu 
tindak kejahatan penipuan dalam penerimaan CPNS, lebih lanjut Penulis 
melakukan wawancara (3 mei 2014) dengan salah satu korban yaitu ibu 
Ardiah (28 tahun). Ibu Ardiah mengaku, pada saat dia ingin mendaftar dan 
mengikuti tes CPNS ditawari oleh teman ibu Ardiah yang mengatakan 
bahwa ada jalur yang pasti untuk bisa lolos dalam tes penerimaan CPNS 
dengan persyaratan harus membayar biaya sebesar Rp.60.000.000. 
Setelah mengetahui hal tersebut dari temannya akhirnya ibu Ardiah 
sepakat untuk mengikuti jalur yang disarankan oleh teman ibu Ardiah 
karena pihak yang menawarkan dalam hal ini mengatakan bahwa dia 
pernah meluluskan beberapa orang yang mengikuti hal seperti ini dan 
teman ibu ardiah mengaku bahwa akan lulus 100%.Akhirnya ibu Ardiah 
mengikuti tes CPNS dengan harapan lulus dalam tes tersebut. Setelah 
menerima hasil pengumuman ternyata nama ibu Ardiah tidak tercantum 
dalam daftar nama-nama yang lulus dalam tes penerimaan CPNS. 
Setelah menerima hasil dan tidak lulus dalam tes penerimaan CPNS, Ibu 
Ardiah mencoba menghubungi temannya yang menawarkan jalur tersebut 
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dan orang tersebut susah dihubungi. Dan setelah beberapa minggu orang 
tersebut sudah tidak bisa dihubungi lagi. Kemudia Ibu Ardiah mencoba 
mendatangi kediaman si pelaku namun tidak berhasil bertemu dengan si 
pelaku dan hanya bertemu dengan keluarga pelaku. Setelah bertemu 
dengan keluarga pelaku, Ibu Ardiah menceritakan kronologis kejadian 
kepada keluarga pelaku dan menuntut ganti rugi atas kejadian tersebut 
dengan ancaman akan melaporkan hal tersebut kepada pihak yang 
berwajib. Setelah dilakukannya mediasi dengan keluarga pelaku, mereka 
sepakat akan mengganti kerugian ibu Ardiah dengan catatan bahwa ibu 
Ardiah tidak melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib. 
Keinginan yang besar untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil terkadang 
membuat masyarakat akan melakukan apapun untuk mewujudkannya, 
termasuk Ibu Ardiah yang tergoda untuk melakukan cara ilegal untuk 
menjadi PNS namun hasilnya nihil. Ibu Ardiah pun menjelaskan dia tidak 
yakin dengan kemampuan dirinya untuk dapat lulus secara murni apalagi 
sebelumnya dia telah mencoba berkali-berkali mengikuti rekrutmen CPNS 
di berbagai instansi, oleh sebab itu ia memilih untuk memilih jalur tidak 
resmi dalam test tersebut. 
Lanjut lagi penulis melakukan wawancara dengan salah satu korban 
penipuan dalam penerimaan CPNS warga antang Jl. Biologi No. 12 yaitu 
Akmal (27 tahun). Korban bernama Akmal ditipu pada tahun 2009 saat 
hendak mendaftar pegawai negeri sipil. Saudara Akmal mengaku kejadian 
bermula ketika tetangga saudara Akmal menawarkan untuk masuk 
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pegawai negeri sipil. Tetangga saudara Akmal menawarkan pada Akmal, 
bahwa apabila Akmal bisa lulus dalam tes CPNS tetapi dengan syarat 
tertentu yaitu membayar uang sebesar Rp.30.000.000. Akhirnya terjadi 
kesepakatan antara kedua bela pihak dan saudara Akmal pun percaya 
karena pelaku menjanjikan 100% lulus PNS. Pelaku juga mengatakan 
kepada saudara Akmal bahwa dia pernahmeloloskan beberapa orang 
dalam tes CPNS. Pelaku juga mencari 6 orang untuk dia luluskan dalam 
penerimaan CPNS . Dan ternyata pada saat pengumuman  CPNS nama 
saudara Akmal tidak tercantum pada daftar nama yang lulus dalam CPNS. 
Karena merasa ditipu saudara Akmal kembali menghubungi tetangga 
yang mengenalkan dia pada si pelaku. Dari informasi yang didapat dari 
tetangga Akmal, pelaku ternyata telah meninggal dunia. Pada akhirnya 
saudara Akmal tidak bisa melakukan apa-apa karena si pelaku telah 
meninggal dunia walaupunia telah ditipu. 
Tidak berbeda jauh dengan Ibu Ardiah, saudara Akmal juga 
termasuk orang-orang yang termakan iming-iming calo untuk menjadi 
PNS tanpa harus belajar dengan giat dalam menghadapi test. Dia pun 
menambahkan serta meyakini bahwa proses rekrutmen CPNS sekarang 
sudah tidak murni lagi dan inilah satu-satunya cara untuk lulus proses 
rekrutmen CPNS. Faktor ketidakpercayaan pada pemerintah inilah yang 
menyebabkan saudara Akmal sampai rela mengeluarkan uang sebesar 
Rp. 30.000.000 namun tetap saja hasilnya tidak sesuai apa yang dia 
inginkan. 
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Berdasarkan hasil wawancara diatas maka Penulis dapat menarik 
kesimpulan mengenai bagaimanakah peranan korban penipuan dalam 
proses rekrutmen CPNS, hal itu meliputi: 
1. Ketidakpercayaan korban pada pemerintah, sikap sinisme korban 
ataupun sebagian masyarakat tentang proses rekrutmen CPNS 
yang tidak bersih lagi menjadi faktor yang paling besar dan 
mendasari seseorang menjadi korban penipuan tersebut. 
2. Ketidakpercayaan pada kemampuan diri sendiri (malas belajar), 
faktor ini menjadi salah satu faktor mengapa korban memilih 
untuk menggunakan jalan calo dalam proses rekrutmen CPNS.  
3. Sikap terlalu mudah percaya korban pada perkataan calo yang 
menjanjikan lulus dengan jalan membayar sejumlah uang. 
Jika dilihat dari besaran persentase peranan korban penipuan dalam 
proses rekrutmen CPNS Penulis menggambarkan dalam tabel berikut. 
Tabel 3 
Peranan Korban Kejahatan Penipuan dalam Seleksi Penerimaan 
CPNS di Kota Makassar 
No Peranan Korban Tindak Pidana Penipuan Persentase 
1 Ketidakpercayaan Pada Pemerintah 40% 
2 Ketidakpercayaan kepada kemampuan 
sendiri 
35% 
3 Terlalu Mudah Percaya 25% 
 Jumlah 100% 
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Sumber: Hasil Wawancara dengan Korban 
B. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Dalam 
Penerimaan Pegawai Negeri 
Berbicara mengenai perlindungan hukum bagi korban penipuan 
penerimaan pegawai negeri, seperti yang telah dikemukakan oleh AIPDA 
Awaluddin (wawancara 5 Mei 2014) bahwa sejauh ini belum adanya kasus 
penipuan rekrutmen CPNS yang ditindak oleh Polrestabes oleh sebab itu 
secara tidak langsung belumada upaya-upaya yang dianggap sebagai 
tindakan represif pihak kepolisian dalam menindak pelaku tersebut. 
Meskipun demikian AIPDA Awaluddin mengatakan pihak kepolisan tetap 
konsen dan memperhatikan hal tersebut. oleh sebab itu secara umum 
menurutnya upaya perlindungan hukum bagi korban penipuan bagi korban 
penipuan dalam penerimaan pegawai negeri sipil dapat dibagi atas dua, 
yaitu upaya Preventif dan Upaya Represif. 
Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya 
tindak pidana atau lebih tepatnya sebagai upaya pencegahan dari suatu 
tidak pidana, berdasarkan hasil wawancara (5 Mei 2014) AIPDA 
Awaluddin mengatakan bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk 
mencegah terjadinya tindak pidana penipuan adalah: 
 Melalui sosialisasi ataupun pemberitaan melalui berbagai 
media baik itu visual ataupun cetak dalam bentuk iklan 
layanan sosial ataupun himbauan yang terpasang pada saat 
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proses rekrutmen CPNS bahwa praktek calo adalah tindak 
pidana dan dikenakan sanksi pidana, 
 Upaya preventif berikutnya dalah melalui koordinasi dengan 
lembaga pemerintah terkait yang melakukan proses seleksi 
untuk mengikuti setiap tahap seleksi dengan jujur. 
Upaya lainnya yaitu, upaya represif. Upaya represif merupakan 
tindakan-tindakan yang dilakukan pihak kepolisian setelah tindak pidana 
tersebut terjadi. Lebih lanjut AIPDA Awaluddin (wawancara tanggal 5 Mei 
2014) menyatakan bahwa upaya represif dilakukan dengan menindak 
lanjuti setiap laporan tindak pidana termasuk tindak pidana penipuan 
CPNS. Kemudian memberikan sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku 
tindak pidana, guna memberikan efek jera, sesuai dengan rasa keadilan 
didalam masyarakat dan kepastian hukum. 
Setiap perbuatan yang telah diatur sebelumnya dan secara tegas 
mengatur sanksinya hendaknya menjadikan setiap orang untuk berfikir 
lebih lanjut sebelum melakukan tindak pidana khususnya penipuan CPNS. 
Pengimplementasian aturan serta sanksi hukum oleh aparat hukum 
diharapkan selalu berdasarkan rasa keadilan dan tidak tebang pilih 
sehingga menciptakan kepercayaan dan citra yang yang baik kepada 







Berdasarkan apa yang telah diuraikan Penulis dalam Hasil 
Penelitian, maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Peranan korban dalam terjadinya kejahatan penipuan dalam 
penerimaan pegawai negeri sipil di Kota Makassar yaitu 
ketidakpercayaan korban pada pemerintah dalam melakukan 
seleksi penerimaan pegawai secara bersih, sikap para korban 
yang tidak percaya pada kemampuan diri sendiri atau malas 
belajar, serta sikap terlalu mudah percaya korban akan iming-
iming lulus seleksi CPNS. 
2. Upaya perlindungan hukum bagi korban penipuan dalam 
penerimaan pegawai negeriterdiri dari dua bentuk yang pertama 
yaitu upaya preventif, upaya yang dilakukan sebelum terjadinya 
kejahatan penipuan yaitu berupa sosialisasi atau pemberitaan 
diberbagai media cetak maupun visual dan melakukan 
koordinasi dengan instansi terkait yang melakukan prosese 
seleksi CPNS. Upaya yang kedua adalah upaya represif, yaitu 
tindakan yang dilakukan pihak kepolisian setelah terjadinya 
tindak pidana dengan menindaklanjuti setiap laporan penipuan 
yang terjadi dan memberikan sanksi yang tegas kepada setiap 
pelaku tindak pidana penipuan seleksi CPNS. 
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B. Saran 
1. Kepada semua pihak baik masyarakat, maupun aparat penegak 
hukum perlu mengefektifkan upaya preventif maupun represif. 
Namun hendaknya lebih baik jika kita semua mengutamakan 
upaya-upaya preventif jauh lebih untuk menghindarkan 
munculnya korban. 
2. Pihak Polrestabes Makassar hendaknya mengklasifikasikan 
setiap laporan penipuan yang masuk secara spesifik, sehingga 
memudahkan dalam penyusunan databese serta untuk 
keperluan penelitian. 
3. Kepada Masyarakat hendaknya lebih percaya diri dan yakin 
pada kemampuan diri sendiri dalam mengikuti proses seleksi 
CPNS dengan cara belajar yang giat juga menyadari bahwa 
tindakan menyogok aparatur negara dalam proses seleksi 
CPNS adalah kejahatan. 
4. Kepada Masyarakat hendaknya meyakini bahwa PNS bukanlah 
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